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ABSTRAK 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang 

menekankan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini 

membahas peran mahasiswa dalam mendorong akuntabilitas anggaran melalui kerja sama dengan 

Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Metode kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui 

observasi, penyusunan materi, serta sosialisasi interaktif berbasis presentasi, diskusi kelompok, dan 

evaluasi kuisioner. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa berperan tidak hanya sebagai 

penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator diskusi yang mampu meningkatkan pemahaman 

aparat kejaksaan mengenai pentingnya akuntabilitas anggaran. Evaluasi menunjukkan adanya 

peningkatan pengetahuan, antusiasme, serta lahirnya komitmen internal untuk memperkuat budaya 

akuntabilitas. Dengan demikian, kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum 

dapat menjadi strategi efektif dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan 

berintegritas. 

 

Kata Kunci: Mahasiswa, KKN, Akuntabilitas Anggaran, Kejaksaan, Transparansi. 

 

I. PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

merupakan salah satu bentuk pengabdian 

mahasiswa kepada masyarakat yang 

mengintegrasikan aspek pendidikan, 

penelitian, dan pelayanan publik. Dalam 

konteks penguatan tata kelola 

pemerintahan, mahasiswa memiliki peran 

strategis sebagai agen perubahan yang 

mampu mendorong transparansi dan 

akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan 

upaya pemerintah dalam menciptakan 

birokrasi yang bersih dan berintegritas. 

Akuntabilitas anggaran merupakan 

isu penting dalam sektor publik karena 

menyangkut kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga negara. Kejaksaan 

Tinggi sebagai institusi penegak hukum 

memiliki tanggung jawab besar dalam 

mengawasi serta memastikan bahwa 

pengelolaan anggaran dilakukan secara 

transparan. Oleh karena itu, kolaborasi 

antara mahasiswa dan Kejaksaan Tinggi 

Bengkulu diharapkan dapat memperkuat 

kesadaran mengenai pentingnya 

akuntabilitas dalam setiap tahapan 

penggunaan anggaran. 

Latar belakang kegiatan ini 

berangkat dari adanya kebutuhan untuk 

meningkatkan pemahaman internal aparat 

kejaksaan mengenai konsep akuntabilitas 

anggaran, baik dari sisi normatif maupun 

praktis. Mahasiswa yang terlibat dalam 

KKN dapat menjadi jembatan penyampai 

informasi dengan cara yang sederhana, 

komunikatif, dan edukatif. 

Selain itu, mahasiswa juga dapat 

membawa perspektif akademik dan hasil 

kajian yang dapat memperkaya praktik 

pengelolaan anggaran di Kejaksaan 

Tinggi. Dengan mengedepankan metode 

sosialisasi dan diskusi, mahasiswa dapat 

memberikan kontribusi berupa 

pemahaman baru yang relevan dengan 

dinamika hukum dan tata kelola keuangan 

negara. 

Kegiatan ini juga diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran kolektif di 
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kalangan aparat kejaksaan untuk 

menjadikan akuntabilitas sebagai budaya 

kerja, bukan hanya sekadar kewajiban 

administratif. Hal ini penting untuk 

membangun citra kejaksaan sebagai 

lembaga yang transparan, profesional, dan 

berintegritas. 

Dengan demikian, tulisan ini akan 

memaparkan bagaimana peran mahasiswa 

dalam KKN mampu berkontribusi secara 

nyata dalam mendorong akuntabilitas 

anggaran, melalui kerja sama dengan 

Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta 

memberikan dampak positif bagi 

penguatan tata kelola kelembagaan. 

 

II. METODE KEGIATAN 
Kegiatan KKN ini menggunakan 

pendekatan partisipatif, di mana 

mahasiswa tidak hanya berperan sebagai 

penyampai informasi, tetapi juga sebagai 

mitra diskusi bagi aparat Kejaksaan 

Tinggi. Pendekatan ini bertujuan agar 

kegiatan dapat berlangsung secara 

interaktif dan memberikan ruang bagi 

peserta untuk menyampaikan pengalaman 

serta pandangannya. 

Tahapan kegiatan diawali dengan 

identifikasi kebutuhan melalui observasi 

awal dan diskusi bersama pihak Kejaksaan 

Tinggi. Observasi ini berfokus pada 

tingkat pemahaman pegawai terhadap 

akuntabilitas anggaran, tantangan yang 

dihadapi, serta harapan yang ingin dicapai 

dari kegiatan sosialisasi. 

 

 
Gambar 1. Mahasiswa berdiskusi dengan 

pegawai Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam 

tahap awal koordinasi kegiatan KKN. 

 

 
Gambar 2. Proses telaah bersama antara 

mahasiswa dan aparatur kejaksaan terhadap 

data dan laporan anggaran sebagai dasar 

penyusunan materi sosialisasi. 

 

Dokumentasi kegiatan awal 

menunjukkan proses koordinasi 

mahasiswa dengan pegawai Kejaksaan 

Tinggi Bengkulu dalam tahap observasi 

dan penyusunan materi sosialisasi. Pada 

tahap ini, mahasiswa melakukan diskusi 

intensif untuk memahami kebutuhan 

lembaga terkait akuntabilitas anggaran 

serta menyiapkan konsep kegiatan yang 

sesuai dengan prinsip partisipatif. Proses 

ini memperlihatkan sinergi antara 

mahasiswa dan aparatur kejaksaan dalam 

mengidentifikasi permasalahan sekaligus 

menyusun strategi edukasi yang efektif. 

Selanjutnya, mahasiswa menyusun 

materi sosialisasi yang meliputi konsep 

dasar akuntabilitas anggaran, regulasi 

terkait, praktik terbaik (best practices), 

serta strategi pencegahan penyalahgunaan 

anggaran. Materi ini disusun dalam bentuk 

presentasi visual, modul singkat, dan 

contoh kasus nyata agar mudah dipahami. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan 

dalam bentuk sosialisasi tatap muka yang 

berlangsung di aula Kejaksaan Tinggi 

Bengkulu. Kegiatan ini menggunakan 

metode presentasi, diskusi kelompok, dan 

tanya jawab. Hal ini bertujuan 

menciptakan komunikasi dua arah serta 

meningkatkan pemahaman peserta 

terhadap isu yang disampaikan. 

Untuk memastikan efektivitas 

kegiatan, mahasiswa juga menyiapkan 



                          E ISSN : 2808-5566 

                         P:ISSN : 2808-7569 

        Hlm : 75-80 

 

 

http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA                                                               77 

 

instrumen evaluasi berupa kuisioner 

singkat yang diberikan sebelum dan 

sesudah sosialisasi. Instrumen ini 

membantu mengukur peningkatan 

pemahaman peserta serta menilai 

keberhasilan penyampaian materi. 

Seluruh proses kegiatan dilakukan 

secara kolaboratif dengan dukungan dari 

dosen pembimbing lapangan dan pihak 

kejaksaan, sehingga tercipta suasana yang 

kondusif bagi pembelajaran bersama serta 

implementasi nilai-nilai akuntabilitas. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kegiatan sosialisasi berhasil 

dilaksanakan dengan dihadiri oleh pegawai 

Kejaksaan Tinggi Bengkulu, mulai dari 

pejabat struktural hingga staf administrasi. 

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi 

aktif dalam sesi diskusi, terutama ketika 

membahas tantangan pengelolaan 

anggaran di lingkungan kejaksaan. 

Foto-foto kegiatan di bawah ini 

memperlihatkan suasana aktif selama 

pelaksanaan sosialisasi dan diskusi 

kelompok. Mahasiswa berperan sebagai 

fasilitator yang mendorong pegawai 

kejaksaan untuk memahami dan 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

konteks pekerjaan sehari-hari. Melalui 

pendampingan teknis, simulasi, dan 

pencatatan hasil diskusi, kegiatan ini tidak 

hanya memperkuat pemahaman peserta, 

tetapi juga menumbuhkan komitmen 

internal terhadap budaya kerja yang 

transparan dan akuntabel. 

 

 
Gambar 3. Mahasiswa memberikan 

pendampingan teknis mengenai pencatatan 

keuangan berbasis digital kepada pegawai 

Kejaksaan Tinggi. 

 

 
Gambar 4. Sesi diskusi interaktif tentang 

penerapan prinsip good governance dan 

akuntabilitas anggaran di lingkungan 

kejaksaan. 

 

 
Gambar 5. Mahasiswa melakukan pencatatan 

hasil wawancara serta umpan balik dari peserta 

sosialisasi untuk keperluan evaluasi kegiatan. 

 

Foto-foto kegiatan di bawah ini 

memperlihatkan suasana aktif selama 

pelaksanaan sosialisasi dan diskusi 

kelompok. Mahasiswa berperan sebagai 

fasilitator yang mendorong pegawai 

kejaksaan untuk memahami dan 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 

konteks pekerjaan sehari-hari. Melalui 

pendampingan teknis, simulasi, dan 

pencatatan hasil diskusi, kegiatan ini tidak 

hanya memperkuat pemahaman peserta, 

tetapi juga menumbuhkan komitmen 

internal terhadap budaya kerja yang 

transparan dan akuntabel. 

Pada awal kegiatan, mahasiswa 

memaparkan konsep dasar akuntabilitas 

anggaran dan relevansinya dalam konteks 

lembaga penegak hukum. Materi ini 

dikaitkan dengan prinsip good governance 

dan upaya pemberantasan korupsi, 
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sehingga peserta dapat memahami 

keterkaitannya secara lebih komprehensif. 

Selama sosialisasi, mahasiswa juga 

memberikan contoh nyata terkait 

penyalahgunaan anggaran yang pernah 

terjadi di instansi publik lain, serta 

bagaimana akuntabilitas yang kuat mampu 

mencegah terjadinya kasus serupa. 

Pendekatan ini menimbulkan diskusi yang 

hidup karena peserta dapat merefleksikan 

kondisi di institusinya. 

Aktivitas sosialisasi dilanjutkan 

dengan sesi diskusi kelompok di mana 

peserta diajak mengidentifikasi potensi 

kendala dalam penerapan akuntabilitas 

anggaran di lingkungan kejaksaan. 

Mahasiswa berperan sebagai fasilitator 

diskusi, mencatat temuan-temuan penting, 

serta menyarankan solusi praktis yang 

dapat diterapkan. 

Berdasarkan evaluasi melalui 

kuisioner, mayoritas peserta menunjukkan 

peningkatan pemahaman mengenai konsep 

akuntabilitas anggaran. Peserta juga 

memberikan umpan balik positif terhadap 

metode penyampaian yang interaktif, serta 

mengapresiasi peran mahasiswa dalam 

menghadirkan perspektif akademik yang 

relevan. 

Temuan dari kegiatan ini 

menunjukkan bahwa keberadaan 

mahasiswa melalui program KKN tidak 

hanya berkontribusi dalam hal edukasi, 

tetapi juga mendorong lahirnya komitmen 

internal di kalangan aparat kejaksaan 

untuk memperkuat budaya akuntabilitas. 

Hal ini dapat menjadi dasar bagi 

pengembangan kerja sama lebih lanjut 

antara perguruan tinggi dan lembaga 

penegak hukum. 

 

 
Gambar 6. Penyerahan laporan hasil kegiatan 

dan rekomendasi peningkatan akuntabilitas 

anggaran kepada perwakilan Kejaksaan Tinggi 

Bengkulu. 

 

 
Gambar 7. Pendampingan mahasiswa dalam 

meninjau data akuntabilitas anggaran 

menggunakan perangkat digital bersama 

pegawai kejaksaan. 

 

Dokumentasi akhir menunjukkan 

kegiatan penutupan sekaligus penyerahan 

laporan hasil observasi kepada pihak 

Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Momen ini 

menegaskan keberhasilan kolaborasi 

antara perguruan tinggi dan lembaga 

penegak hukum dalam memperkuat 

akuntabilitas publik. Mahasiswa tidak 

hanya berhasil melaksanakan tugas 

akademik, tetapi juga berkontribusi nyata 

dalam menanamkan nilai-nilai integritas 

dan transparansi di lingkungan birokrasi 

pemerintah. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan KKN dengan tema 

mendorong akuntabilitas anggaran di 

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menunjukkan 

bahwa mahasiswa memiliki peran strategis 

dalam memperkuat tata kelola 
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kelembagaan. Melalui sosialisasi, 

mahasiswa berhasil meningkatkan 

pemahaman aparat kejaksaan mengenai 

pentingnya akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran. 

Mahasiswa tidak hanya menjadi 

penyampai informasi, tetapi juga berfungsi 

sebagai fasilitator diskusi yang mampu 

menggali permasalahan aktual di lapangan. 

Dengan demikian, kegiatan ini 

memberikan nilai tambah baik bagi 

mahasiswa sebagai agen perubahan, 

maupun bagi kejaksaan sebagai institusi 

publik. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 

peserta sosialisasi mengalami peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran mengenai 

akuntabilitas anggaran. Hal ini terlihat dari 

partisipasi aktif selama diskusi serta 

evaluasi kuisioner yang menunjukkan 

perubahan signifikan pada pemahaman 

mereka. 

Kesimpulan penting dari kegiatan ini 

adalah bahwa kolaborasi antara perguruan 

tinggi dan lembaga penegak hukum dapat 

menjadi strategi efektif dalam 

mewujudkan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. Sinergi ini perlu 

terus dikembangkan agar mampu 

menghasilkan dampak yang lebih luas. 

Adapun saran bagi pihak kejaksaan 

adalah untuk menjadikan akuntabilitas 

anggaran sebagai budaya kerja yang 

berkelanjutan, bukan hanya sekadar 

pemenuhan administratif. Peningkatan 

kapasitas internal melalui pelatihan rutin 

juga dapat menjadi langkah konkret untuk 

memperkuat budaya tersebut. 

Bagi perguruan tinggi, kegiatan 

serupa perlu terus didorong sebagai bentuk 

nyata pengabdian masyarakat. Keterlibatan 

mahasiswa dalam isu strategis seperti 

akuntabilitas anggaran tidak hanya 

bermanfaat bagi institusi mitra, tetapi juga 

memperkaya pengalaman mahasiswa 

dalam menerapkan ilmu di ranah praktis. 
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